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ABSTRAK

Perkara PK, baik perkara perdata maupun perkara pidana,
dalam peradilan di Indnesia pada masa penjajahan sudah
dikenal adanya, walaupun PK belum diatur secara tegas
saat itu, namun demi memenuhi rasa keadilan maka PK
diperbolehkan, alasan PK dalam perdata yakni Putusan
didasarkan pada penipuan atau tipu muslihat pihak lawan;
jika diputus mengenai hal yang tidak dituntut; jika putusan
melebihi yang dituntut; jika ada kelalaian dalam memberi
putusan tentang sebagian dari tuntutan; terdapat dua pu-
tusan yang bertentangan; putusan yang dijatuhkan ber-
dasarkan surat diakui kemudian palsu; ditemukan novum
berupa surat-surat yang bersifat menentukan, sedang
dalam perkara pidana yakni, apabila terdapat keadaan
baru, apabila pelbagi putusan terdapat silang pertentangan;
apabila terdaopat kekhilafan yang nyata dalam putusan.
Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis
normatif.
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Pendahuluan

Peninjauan Kembali (PK) dalam putusan
perdata disebut juga dengan istilah rekes civiel atau
request civil. Demi memenuhi rasa keadilan bagi
pencari keadilan, kemungkinan dibuka kembali
perkara yang sudah diputus oleh pengadilan dan
putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap. (Subekti, 1977)

Dalam sistem peradilan Indonesia, apabila
putusan itu telah berkekuatan hukum tetap, maka
tidak dapat dirubah lagi. Namun, hakim sebagai
manusia biasa, yang tidak luput dari kekhilafan.
Misalnya dalam perkara, hakim memutus perkara
perkara dengan mempersalahkan terdakwa, putusan
tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
bisa jadi dikemudian hari diketemukan bukti-bukti
baru, yang kalau dahulu diketahui hakim, mem-
berikan kemungkinan bahwa terdakwa dibebaskan
dari tuntutan hukum. Juga misal dapat terjadi pada
perkara perdata, saksi-saksi kemudian dijatuhi
hukuman oleh hakim pidana karena dipersalhkan
melakukan tindak pidana sumpah palsu, padahal
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atas dasar keterangan-keterangan saksi itu dahulu
penggugat telah dimenangkan.

Dengan keadaan tersebut, demi memenuhi
rasa keadilan, untuk membuka kembali perkara yang
sudah diputus itu. Meskipun dalam Herzien
Indonesia Reglement (HIR) belum diatur tentang
PK, baik perkara pidana maupun perkara perdata,
namun dalam prakteknya sudah sejak lama diber-
lakukan, dengan berpedoman pada ketentuan yang
terdapat dalam Reglement op Strafvordering (SV),
yaitu hukum acara pidana yang berlaku yang dahulu
berlaku bagi pengadilan bangsa Eropa (Raad van
Justice), Mengenai perkara pidana diatur dalam SV,
yaitu hukum acara pidana yang dahulu berlaku bagi
pengadilan untuk golongan Eropa (Raad van
Justice), tetapi pada zaman Jepang, karena dihapus-
kannya pengadilan untuk bangsa Eropah tersebut,
yang sekarang sudah tidak berlaku lagi dan juga di
jaman penjajahan tidak pernah diberlakukan untuk
orang Indonesia. PK perkara pidana disebut
“Herziening.” (Subekti, 1977).

Sedang untuk perkara perdata, pengatu-
rannya dalam Reglement op de Burgerlijke Rechts-
vordering (RV), yaitu hukum acara perdata yang
dahulu berlaku bagi pengadilan orang Eropah,
Peninjauan kembali dalam perkara perdata diberikan
nama “‘Request civiel” (RC). Walaupun dalam HIR
tidak memberikan pengaturan mengenai PK, baik
perkara pidana maupun perkara perdata, namun
dalam Pasal 393 HIR memberikan kesempatan, apa-
bila benar-benar dibutuhkan, yakni acara lain dari
pada yang dikenal dalam HIR. Kesempatan yang
diberikan HIR tersebut dipakai dengan leluasa,
termasuk PK yang dalam Reglement op de
Rechtsvordering (RV) disebut request civil.

Jika ditelaah, PK hanya dapat dimintakan
terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, PK juga tidak menangguhkan ekse-
kusi, tetapi apabila terdapat kesalahan dalam putu-
san pasti dibatalkan, eksekusi yang salah tersebut
sangat bijaksana ditangguhkan, namun apa gunanya
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pelaksanaan putusan dilaksanakan, apabila putusan
tersebut salah, sehingga pelaksanaan ditangguhkan.

PK dalam perjalanan hukum acara di
Indonesia mengalami pasang surut sehingga ter-
kadang timbul dan tenggelam, pengaturan PK terus
diperbaharui karena perkembangan tersebut, be-
rangkat dari hal dikemukakan di atas, maka hal ini
perlu diteliti.

Perumusan Masalah
Dari uraian di atas, dapat ditarik rumusan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah perkembangan "Peninjauan
Kembali" perkara perdata di Indonesia?
2. Bagaimanakah perkembangan "Peninjauan
Kembali" perkara pidana di Indonesia?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mem-
peroleh data dan informasi yang berkaitan dengan
lembaga "Peninjauan Kembali, yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan
"Peninjauan Kembali" perkara perdata di
Indonesia.

2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan
"Peninjauan Kembali" perkara pidana di
Indonesia.

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan
dapat berguna untuk:

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbang
pemikiran dalam memahami teori yang telah ada
dan dalam praktek hukum pada umumnya dan
khususnya perkembangan “’Peninjauan Kembali”
baik perkara perdata maupun perkara pidana.

2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai
sumbang pemikiran bagi ahli hukum pada
umumnya mengenai lembaga “Peninjauan Kem-
bali”, sumbangan bagi peyelenggara negara yang
bertugas di pengadilan, para pengusaha dan
instansi lainnya, baik pusat maupun daerah, baik
secara langsung maupun tidak langsung serta
sumbang pemikiran bagi mereka yang tertarik
untuk meneliti masalah ini lebih lanjut.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode yuridis
normatif artinya penelitian menekankan pada pera-
turan perundang-undangan yang berkaitan dengan
permasalahan yang dikaji dengan tujuan untuk
menganalisis norma—-norma yang terdapat dalam

peraturan perundang—undangan mengenai ~Penin-
jauan Kembali”.

Bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh

data tersebut adalah melalui :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang
merupakan peraturan perundang-undangan. Pe-
nelitian ini menggunakan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan topik pe-
nelitian serta putusan pengadilan yang berkaitan
dengan “Peninjauan Kembali”.

2. Bahan hukum sekunder, bahan-bahan hukum
yang berisi penjelasan terhadap bahan-bahan
hukum primer yang diperoleh dari buku—buku,
majalah, makalah dalam seminar yang berkaitan
dengan topik penelitian serta karangan ilmiah
lainnya yang berkaitan dengan permasalahan
yang dibahas. (Soerjono Soekanto, 1986).

Perkembangan "Peninjauan Kembali** per-
kara perdata (request civiel) di Indonesia

Terhadap perkara perdata yang sudah
berkekutan hukum tetap (kracht van gewijsde) dapat
dilakukan PK. Request civiel dimungkinkan berhu-
bungan dengan ada yurisprudensi di zaman kolonial
Belanda, bahwa peraturan request civiel yang
termuat dalam "Reglement op de Rechstvordering"
secara interpretasi dapat diperlukan lagi "landraad"
(Pengadilan Negeri) meskipun peraturan itu tidak
termuat dalam HIR. (Soerjono Soekanto, 1986).

Dalam perkara request civiel, yakni diterima
gugatan request civil oleh landraad (Pengadilan
Negeri), adalah putusan landraad Padang pada
tanggal 29 April 1931, kemudian dikuatkan oleh
Raad van justitie Padang, yaitu perkara mengenai
seorang hak waris yang menjual pusaka tinggi tanpa
memberitahukanya kepada kaumnya. Kemudian
pembeli menggugat kepada agar mamak waris
menyerahkan itu kepadanya, mamak tersebut
mengakui penuh gugatan itu. Pengadilan mengabul-
kan gugatan tersebut, terhadap putusan itu ia tidak
naik banding, sehingga putusan landraad mempu-
nyai kekuatan hukum tetap.

Kemudian atas perbuatan tersebut mamak
waris itu dipecat dari jabatannya, dan digantikan
mamak waris baru. Mamak waris baru mengajukan
kepada landraad supaya perkara itu diperiksa
kembali. Landraad menerima gugatan itu, denga
dasar pertimbangan penipuan, yang merupakan
alasan untuk memeriksa kembali perkara yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.
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Perkara mengenai penerimaan request civil adalah
putusan landraad Purworejo tanggal 4 November
1937. landraad menerima gugatan tersebut atas
dasar pertimbangan bahwa adanya kekeliruan yang
menyolok. Landraad Purworejo mengatakan bahwa
putusan hakim yang dahulu adalah keliru, karena di
dalam pertimbangan hukumnya dari putusan itu
disebutkan bahwa tergugat tidak melawan, padahal
dalam pertimbangan-pertimbangan tentang duduk-
nya perkara disebutkan bahwa tergugat melawan
tuntutan penggugat.

Dalam Pasal 385 RV menyebutkan menge-

nai pengaturan sistem proses beracara tentang PK,
yang berbunyi:
“putusan atas bantahan yang dijatuhkan pada ting-
kat terakhir dan putusan verstek dapat diajukan
perlawanan lagi, dapat ditarik lagi atas permintaan
sesorang yang pernah menjadi salah satu pihak atau
seseorang yang terpanggil dengan alasan-alasan..."

Mengenai peristilahan PK, dalam Pasal 15
Undang-Undang No. 19 tahun 1964 tentang Keten-
tuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:
"terhadap keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dimohon-
kan peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-
hal atau keadaan, yang ditentukan undang-undang"

Istilah PK dipakai juga dalam Pasal 31

Undang-Undang No.13 tahun 1965 tentang Penga-
dilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan
Mahkamah Agung, yang berbunyi “
"terhadap keputusan pengadilan yang telah mem-
punyai kekuatan hukum tetap, dapat dimintakan
peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung
sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan
undang-undang."

Kemudian PK diatur kembali dalam dalam

Pasal 21 dari UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok
Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan, sebagai
berikut:
"apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang
ditentukan undang-undang, terhadap putusan penga-
dilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang
tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada
Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan
pidana oleh fihak-fihak yang berkepentingan"

Dengan adanya ketentuan ini, maka jelaslah
bahwa permohonan PK, baik terhadap putusan
perkara pidana dan terhadap putusan perkara per-
data harus diajukan kepada Mahkamah Agung.

Mengenai pemeriksaan PK, hanya dapat
dimintakan, apabila putusan tersebut telah mem-
punyai kekuatan hukum tetap. Selama putusan

pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum
tetap, belum terbuka upaya hukum PK, hal ini
merupakan syarat formil permohonan PK, jika
belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun,
pemohonan PK tersebut prematur dan dinyatakan
tidak dapat diterima. Pasal 385 RV. menyebutkan,
bahwa rekes sipil dapat diajukan terhadap putusan
terakhir dan putusan verstek yang tidak dapat dia-
jukan perlawanan.

Lembaga PK, terhadap putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 1971
telah mencabut PERMA No. 1 Tahun 1969 menge-
nai penambahan hukum acara Mahkamah Agung
dengan lembaga "peninjauan kembali".

Pertimbangan Mahkamah Agung menge-
luarkan PERMA No. 1 Tahun 1969 adalah bahwa
ternyata banyak dari permohonan mempunyai dasar-
dasar yang kuat, namun apabila tidak diterima hanya
karena lembaga tersebut berdasarkan Undang-
Undang No. 13 Tahun 1965 menjadi kewenangan
Mahkamah Agung belum diatur dengan tegas ten-
tang pelaksanaannya dalam undang-undang,
sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan dan
ketidakadilan.

Menurut Erman Rajagukguk mengenai
"request civil" masih perlu dipertanyakan efekti-
fitasnya baik dalam BRV, yang kemudian
dicantumkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) No. 6 Tahun 1967 tentang Permohonan
Peninjauan Kembali Putusan/Gugatan  Secara
"request civiel" sebagai suatu iktiar hukum yang
luar biasa tidak dapat menunda pelaksanaan dari
pada putusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap. Kemudian PERMA No. 1 Tahun 1969
dalam Pasal 7 mempertegas hal tersebut.(Erman
Rajagukguk, 1982).

Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan
PERMA No.1 tahun 1980 tentang Peninjauan Kem-
bali yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
baik perkara perdata maupun perkara pidana.

Kemudian pada tahun 1985, Undang-
Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung mengatur lembaga PK secara terarah, dalam
Pasal 28 (1) ¢ Undang-Undang No. 14 tahun 1985
tentang Mahkamah Agung menyatakan Mahkamah
Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan
memutus permohonan PK putusan pengadilan yang
memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang penga-
turan mengenai lembag PK perdata terdapat dalam
Pasal 66 sampai dengan 76, dengan demikan maka
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ketentuan yang berlaku secara khusus mengenai PK
perkara perdata telah jelas.

PK dapat dicabut selama belum diputus,
permohonan yang dicabut itu tidak dapat ajukan
lagi. Sedang Permohonan PK tidak menangguhkan
pelaksanaan putusan pengadilan. Terhadap putusan
yang dimohonkan PK yang dengan jelas-jelas salah,
pasti akan dibatalkan, sangat bijaksana apabila
putusan yang salah itu ditangguhkan.

Mengenai siapa saja yang dapat Menga-
jukan berhak mengajukan permohonan PK, yang
berhak ialah diajukan sendiri oleh pihak yang
berpekara atau ahli warisnya atau seseorang wakil-
nya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Akibat hukum yang timbul sehubungan
dengan putusan Mahkamah Agung dalam perkara
PK, yakni dalam hal Mahkamah Agung mengabul-
kan permohonan PK, Mahkamah Agung memba-
talkan putusan yang dimohonkan PK tersebut dana
selanjutnya memeriksa, dan memutus sendiri per-
karanya. Mahkamah Agung akan menolak permo-
han PK, yaitu dalam hal Mahkamah Agung
berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan.

Perkembangan *‘Peninjauan Kembali** per-
kara pidana (Herziening) di Indonesia
Sebelum berlakunya Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), belum ada
undang-undang yang mengatur pelaksanaan PK pu-
tusan pidana yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap. Kemudian diatur dalam Pasal 21
Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok
Kekuasaan Kehakiman, seperti disebut di atas.
Mengenai perkara pidana, diatur dalam
Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang
Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan
bahwa Mahkamah Agung dapat meninjau kembali
suatu putusan pidana yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, yang mengandung pemi-
danaan, dengan alasan, apabila dalam putusan-
putusan yang berlainan terdapat keadaan-keadaan
yang dinyatakan terbukti, akan tetapi satu sama lain
bertentangan dan apabila terdapat sesuatu keadaan,
sehingga menimbulkan persangkaan yang kuat,
apabila keadaan itu diketahui pada waktu sidang
masih berlangsung putusan yang akan dijatuhkan,
mengandung pembebasan terpidana dari tuduhan,
pelepasan dari tuntutan hukum atas dasar bahwa
perbuatan yang akan dijatuhkan itu tidak dapat
dipidana, pernyataan tidak diterimanya tuntutan
Jaksa untuk mnyerahkan perkara ke persidangan

pengadilan atau penerapan ketentuan-ketentuan
pidana lain yang lebih ringan.

Mengenai perkara pidana diatur dalam SV,
yaitu hukum acara pidana yang dahulu berlaku bagi
pengadilan untuk golongan Eropah (Raad van
Justice), tetapi pada zaman Jepang, karena dihapus-
kannya pengadilan untuk bangsa Eropah tersebut,
yang sekarang sudah tidak berlaku lagi dan juga di
jaman penjajahan tidak pernah diberlakukan untuk
orang Indonesia.

PK dalam perkara pidana disebut "herze-
ning". Saat ini PK untuk perkara pidana diatur
dalam Pasal 263-269 Undang-Undang No. 8 tahun
1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP).(Retnowulan Soetantio, 2005)

Setidaknya ada tiga dasar alasan menga-
jukan Permintaan Peninjauan Kembali (PK), yang
pertama, Keadaan baru (Novum) yang seandainya
keadaan itu diketahui pada saat sidang berlangsung
dapat menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari
segala tuntutan hukum atau meringankan terdakwa.
Kedua, adanya pertentangan alasan antara putusan
satu dengan yang lainnya, dan ketiga, kekhilafan
hakim atau kekeliruan yang nyata. Ketiga dasar,
yang disebut di atas memberikan limitasi pengajuan
PK, yang tidak hanya secara bebas diajukan,
dikarenakan karakternya sebagai upaya hukum luar
biasa.

Sedang yang berhak mengajukan PK,
terhadap putusan pengadilan yang sudah berke-
kuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau
lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli
warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan
kembali kepada Mahkamah Agung. Ada dua makna
yang dapat kita cermati dalam ketentuan di atas,
yang pertama, tidak dapat dilakukan upaya penin-
jauan kembali terhadap putusan bebas dari segala
tuntutan hukum. Sedang yang kedua, PK merupakan
upaya hukum yang ditujukan untuk melindungi
kepentingan terhukum, walaupun telah disebutkan
bahwa yang berhak mengajukannya adalah terpi-
dana atau ahli warisnya, namun sebagai filosofi
kelahiran lembaga Peninjauan Kembali, demi
kepentingan negara, jaksa dapat mengajukan PK.

Memang Dalam KUHAP, kewenangan
pengajuan PK memang terbatas hanya diberikan
kepada terpidana atau ahli warisnya. Pasal 263 ayat
(1) KUHAP yang berbunyi "Terhadap putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala
tuntutan, terpidana atau ahli warisnya dapat menga-
jukan PK kepada Mahkamah Agung."
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Bandingkan dengan penafsiran bahwa bunyi kalimat
tersebut, pengajuan PK oleh terpidana atau ahli
warisnya diajukan terhadap putusan Mahkamah
Agung yang bersifat pemidanaan atau penghu-
kuman dan tidak terhadap putusan bebas atau lepas,
apabila dicerna dengan akal sehat, bagaimana
mungkin terpidana atau ahli warisnya mengajukan
PK terhadap putusan, yang membebaskan dirinya
dari segala tuntutan hukum.

Apabila kita mengingat tentang Kasus
Sengkon & Karta, pada tahun 1970-an, yang mung-
kin menjadi lahirnya "herziening”, atau PK adalah
suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum yang tetap atas suatu perkara
pidana, berhubungan dengan ditemukannya fakta-
fakta yang dulu tidak diketahui oleh Hakim, yang
akan menyebabkan dibebaskannya terdakwa dari
tuduhan.

Sengkon dan Karta adalah petani miskin di
Jawa Barat, yang dituduh sebagai pelaku pembunu-
han Suleiman dan istrinya pada 1964. Sengkon dan
Karta dijatuhi pidana masing-masing 12 dan tujuh
tahun oleh Pengadilan Negeri Bekasi pada 1977.
Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jabar.
Sengkon dan Karta tidak mengajukan Kasasi,
sehingga putusan PT Jabar dianggap mempunyai
kekuatan hukum tetap. Pada saat kedua terpidana
menjalani hukuman di LP Cipinang, muncul pelaku
pembunuhan sebenarnya yang bernama Gunel. la
terlibat kasus pidana yang lain dan mengaku sebagai
pembunuh sebenarnya atas diri Suleiman dan istri.

Dengan adanya novum itu, Sengkon dan
Karta dapat mengajukan PK. Namun sayangnya,
pada saat itu tidak ada aturan tentang PK di
Indonesia. Sebagai jalan keluarnya, MA terpaksa
mengeluarkan Peraturan MA No 1 Tahun 1980 ten-
tang PK untuk menyelesaikan kasus Sengkon dan
Karta. Peraturan PK ini kemudian diatur secara
tegas melalui UU No 1 Tahun 1981 tentang
KUHAP. Sesuai dengan perkembangan hukum dan
sistematika peradilan kita, Mahkamah Agung bebe-
rapa kali menerima pengajuan PK oleh Jaksa.
Beberapa putusan Mahkamah Agung tersebut dapat
dijadikan dasar bagi Jaksa mengajukan PK Seperti
Kasus Mochtar Pakpahan tahun 1996.

Dalam perkara itu, Majelis Kasasi mem-
bebaskan terpidana karena terpidana tidak terbukti
menghasut. Putusan Kasasi, yang sekaligus mengo-
reksi dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri
Medan dan Pengadilan Tinggi Medan, yang meng-
hukum Muchtar Pakpahan 4 (empat) tahun penjara.
Tetapi Putusan kasasi tersebut dikoreksi dan

diperbaiki lagi di tingkat Majelis Kasasi melalui
permohonan PK, yang diajukan Kejaksaan Agung.
Majelis PK dalam keputusannya menerima PK itu.
Muchtar Pakpahan dihukum, sesuai dengan putusan
yang dijatuhkan PN Medan yang diperkuat PT
Medan, 4 (empat) tahun penjara.

Persoalan PK ini muncul, karena Majelis
PK menyatakan menerima permohonan Jaksa.
Mengadili serta menjatuhkan hukuman bagi
Muchtar Pakpahan, yang menjadi pertanyaan publik
adalah mengenai pokok masalah saat itu, apakah
KUHAP memungkinkan Jaksa mengajukan permo-
honan PK atas suatu perkara pidana. Hal itu
memang tidak diatur secara tegas, apalagi yang
melarang Kejaksaan mengajukan PK tidak ada
dalam KUHAP, yang akhirnya Mahkamah Agung,
dengan Majelis yang berbeda dan juga upaya yang
berbeda, Mahkamah Agung dalam putusannya me-
nyatakan bahwa menghukum Muchtar
Pakpahan empat tahun penjara.

Kemudian pada tahun 2001, MA juga
menerima PK dengan terdakwa Ram Gulumal.
Kasus Praperadilan IKBLA vs Kejaksaan Negeri
Samarinda tahun 2002. Tahun 2006, MA juga
pernah mnerima PK dengan terdakwa Soetyawati,
dan pada tahun 2007, pengajuan PK oleh JPU
dengan terdakwa Pollicarpus-pun diterima oleh MA
dengan mendasarkan salah satu alasan consistency
of court decision.

Walaupun sebagian kalangan menilai hal ini
sangat bertentangan dengan KUHAP dan dasar
filosofis lahirnya PK. Sebagai tujuan hukum adalah
untuk menuju keadilan manusia.

Perkembangan PK selanjutnya adalah
mengenai kasus pembunuhan aktivis HAM Munir,
dimana kasus tersebut telah menggugah rasa kea-
dilan masyarakat dan perjuangan penegakan HAM
di Indonesia. Dalam hal ini pengajuan PK oleh Jaksa
dibenarkan. Jaksa telah menemukan bukti-bukti
baru mengenai keterlibatan Pollycarpus dalam
pembunuhan Munir. Sebagaimana dasar alasan per-
tama untuk mengajukan PK, yakni hovum.

Novum (keadaan baru) yang digunakan
Jaksa, untuk mengajukan PK ini, adalah keterangan
tujuh saksi kunci. Di antaranya adalah mantan Dirut
Garuda, yang kini menjadi tersangka baru. Saksi
kunci lainnya adalah agen Badan Intelijen Negara
(BIN).

Dasar alasan kedua Jaksa mengajukan PK
ialah karena adanya kekhilafan hakim dalam
menerapkan hukum, mulai dari pengadilan tingkat
pertama hingga kasasi. Apabila mempergunakan
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surat palsu terbukti, seharusnya pembunuhan yang
didakwakan terhadap Pollycarpus juga harus ter-
bukti. Cerita mengenai hal meracuni Munir sehing-
ga meninggal, Pollycarpus sendiri yang mem-
berikan minuman dalam gelas, yang dibawa dari
Coffee Bean di bandara Changi Singapura. Ketika
pesawat transit dari bandara Changi, Pollycarpus
tidak langsung ke hotel seperti kru pesawat yang
lain, tetapi Pollycarpus ikut ke tempat transit, ia
terlihat membawa dua gelas minuman. Kemudian ia
duduk bersama Munir di Coffee Bean. Di tempat
itulah Munir menenggak racun Arsenik.

Bila dicermati, ada dua dasar alasan Jaksa
mengajukan PK, yakni adanya keadaan baru
(novum) dan adanya kekhilafan hakim dalam
menerapkan hukum. Sedang pihak yang berhak
mengajukan PK, Mahkamah Agung dalam pertim-
bangannya, untuk menerima PK yang diajukan oleh
Jaksa, karena Jaksa merupakan sebagai pihak-pihak
yang bersangkutan dalam kasus ini. Pasal 23 ayat
(1) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi
"Terhadap putusan pengadilan yang telah mem-
peroleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang
bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali
kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau
keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-
undang. Pembuat Undang-undang sepertinya me-
mang sengaja tidak memberikan penjelasan
mengenai siapa yang dimaksud dengan '"pihak-
pihak yang bersangkutan tersebut". Sehingga Hakim
dengan kewenangannya, dapat memberikan per-
timbangan mengenai siapa-siapa yang dimaksud
dengan pihak-pihak yang bersangkutan tersebut.
Karena Jaksa tentunya dapat dikategorikan sebagai
pihak-pihak yang bersangkutan dalam kasus ini.

Mengenai  Jumlah  hukuman  kasus
Pollycarpus, kontroversi yang mencuat juga adalah
mengenai penjatuhan hukuman yang lebih tinggi
daripada vonis 14 tahun yang didapat Pollycarpus
dari pengadilan di tingkat sebelumnya. Jumlah
hukuman tersebut merupakan konsekuensi hukum
dari penerimaan MA atas PK yang diajukan jaksa.
MA telah menggunakan asas a contario dalam hal
ini, bertentangan dengan aturan yang ada, untuk
menerima permohonan PK. Sehingga, ketika
permohonan itu diterima, maka keputusannya pun
berbeda dengan undang-undang yang ada, yakni
berbeda dengan Pasal 266 ayat 3 KUHAP, yang
menyatakan bahwa Pidana yang dijatuhkan dalam
putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi
pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat kita sim-
pulkan bahwa PK, baik perkara perdata maupun
perkara pidana, hakim dalam memutus perkara PK
harus benar-benar dengan dalam putusannya, se-
hingga para pencari keadilan dapat menerimanya.
PK dalam perjalanannya selalu mengalami perkem-
bangan sesuai keberadaan masyarakat yang dinamis,
namun dengan ketentuan yang ada bahwa tidak
semua perkara baik perdata maupun pidana yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap selalu dapat
diajukan. PK perdata yang selalu mengalami peru-
bahan dari dahulu masa penjajahan, namun pada
tahun 1985, yakni Undang-undang No. 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung baru diatur secara
tegas, sedangkan perkara pidana diatur pada tahun
1981 yakni dalam KUHAP.
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